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Norma mengenai pengangkatan anak yang diatur baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 6 Tahun 1983 yang memuat bahwa proses pengangkatan anak harus melalui proses penetapan
pengadilan, maupun dalam Y urisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1413K/Pdt/1988 yang dalam kaidah
hukumnya menyatakan bahwa untuk menentukan status anak angkat bukan dilihat hanya dari formalitas
pengangkatan anak, tetapi juga dilihat dari bagaimana realita pemeliharaan anak angkat tersebut oleh orang
tua angkatnya, tampak saling bertentangan dan tidak sejalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kedudukan yurisprudensi dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN
Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode
analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu setelah dilakukan
pengumpulan data sekunder. Selanjutnya penelitian ini ditulis dalam bentuk deskriptif analitis. SEMA
memiliki dayaikat yang berlaku hanya kepadainstitusi internal sebagai pedoman dalam memutus perkara.
Sedangkan yurisprudens apabila diterapkan dalam putusan hakim dalam kasus yang serupa, menjadi suatu
hukum yang harus dipatuhi dan memiliki dayaikat dan memaksa untuk dilaksanakan bagi masyarakat,
kekuatan mengikat yurisprudensi lebih kuat apabila dibandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan JP sebagai anak angkat jika berdasarkan
SEMA Nomor 6 Tahun 1983 adalah tidak sah sedangkan jika berdasarkan yurisprudensi Nomor
1413K/Pdt/1988 adalah sah. Sedangkan kekuatan hukum Surat Pernyataan Penyerahan dan Pengakuan Anak
hanya dapat dimaknai sebagai aat bukti yang masuk ke dalam Akta Autentik yang terdapat dalam Buku Ke
4 KUHPerdata.

...... The norms concerning adoption process are regulated both in the Supreme Court Letter (SEMA) No.6 of
1983, which states the adoption process must go through a court decision process, and in the Supreme Court
Jurisprudence No. 1413K/Pdt/1988 which states that to determine the status of an adopted child is not seen
only from the formalities of adoption of the child, but also from the reality how the adopted parents take
care of the child, appears to be contradictory and inconsistent. The research will analyze the position of the
jurisprudence in the context of the High Court of the Field Decision Number 324/Pdt/2020/PT MDN 2020.
This research was carried out using doctrinal law research methods. The data analysis method used in this
research is qualitative and uses secondary data collection. Furthermore, thisresearch iswrittenin a
descriptive form. SEMA has a binding power that only applies to internal institutions as a guideline in
settling matters. Whereas jurisprudence, when applied in judgments for similar cases, becomes alaw to be
obeyed and has binding power and force to be enforced for the public, the binding force of jurisdiction is
stronger when compared to SEMA. In this research it can be concluded that the position of JP as an adopted
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child if based on SEMA No. 6 of 1983 isinvalid while based on jurisprudence Number 1413K/Pdt/1988 is
valid. Whereas the legal force of the Declaration of Surrender and Confession of Child can only be
interpreted as evidence which isincluded in the authentic deed based on the Fourth Book of the Indonesian
Civil Code.



